
 

 

 

 

 

BUPATI PEKALONGAN 

 

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 

NOMOR  4  TAHUN 2009 

 

TENTANG 

 
TARIF ANGKUTAN KENDARAAN UMUM PERDESAAN  

DI WILAYAH DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI PEKALONGAN, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penurunan Bahan Bakar Minyak mulai tanggal 

15 Januari 2009 dan berdasarkan Surat Menteri Perhubungan Nomor: 

PR305/I/4PHB/2009 tanggal 15 Januari 2009 tentang Evaluasi dan 

Penetapan Tarif Angkutan Umum, maka telah dilaksanakan Rapat 

Koordinasi dengan Instansi terkait serta Ketua Paguyuban Angkutan 

Pedesaan Se-Kabupaten Pekalongan pada tanggal 27 Januari 2009 

tentang Penurunan Tarif Angkutan Umum Perdesaan;   

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  huruf 

a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan 

Kendaraan Umum Perdesaan di Wilayah Daerah;  

 
 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 49,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  

3480);  

  4. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang 



 

Penangguhan Mulai Berlakunya Undang–Undang Nomor 14 Tahun 

1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 99, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494); 

  5. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4389); 

  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 

 

 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan 

Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kota 

Madya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1986 Nomor 70 ); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah 

Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 92, 

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581); 

 

 

 10. Peraturan   Pemerintah   Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

    12. Pereturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan; 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2006 

tentang Penataan Transportasi Darat ( Lembaran Daerah Kabupaten 

Pekalongan Tahun 2006 Nomor 10);  



 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Jalan ( Lembaran Daerah Kabupaten 

Pekalonga Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pekalongan Nomor 1); 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan  Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008   Nomor 

8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan    Nomor 7); 

  16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan dengan Kendaraan Umum; 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis 

dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 

  18. Peraturan Menteri Enerji dan Sumberdaya Mineral Nomor 01 Tahun 

2009    tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak 

Tanah (Kerosene), Bensin (Premium) dan Minyak Solar ( Gas Oil ) untuk 

Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi 

dan Pelayanan Umum; 

 

 

M E M U T U S K A N :  

  

Menetapkan 

 

: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIP ANGKUTAN  KENDARAAN 

UMUM PERDESAAN DI WILAYAH DAERAH.  

 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal I  

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan. 

2. Bupati adalah Bupati Pekalongan. 

3. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat 

ketempat lain dengan menggunakan kendaraan. 

4. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan 

untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.  

 

 

BAB II  

BESARAN TARIF 
  

Pasal 2  



 

Tarif Angkutan Kendaraan Umum Perdesaan di Wilayah Daerah dengan 

mobil kapasitas tempat duduk 12 ( dua belas ) Orang yaitu Tarif Batas 

Atas sebesar Rp. 211.00/ pnp-km (dua ratus sebelas rupiah per 

penumpang per kilo meter) dan Tarif Batas Bawah sebesar Rp. 164.00/ 

pnp-km (seratus enam puluh empat rupiah per penumpang per kilo meter). 
 

 

BAB III  

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN  

Pasal 3  

 
Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Bupati ini dilaksanakan dan 

menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Pekalongan. 

 
BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 

Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Tarif Angkutan Kendaraan 

Umum Perdesaan Di Wilayah Daerah (Berita Daerah Nomor 14) dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 

  
Pasal 5 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Pekalongan.   

 
 
 
 
 
 

  Ditetapkan di    Kajen 
  pada tanggal  29 Januari 2009              

        
BUPATI PEKALONGAN  

 
ttd 

SITI QOMARIYAH 
 

Diundangkan di Kajen  
Pada tanggal 30 Januari 2009 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  

 
  ttd 

SUSIYANTO 
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009 

  NOMOR 4 
 

 
 


